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Bekas Bos
“BPN Kalbar

ersangka

Diduga Terima Gratifikasi
Rp22 M Atas Penerbitan
HGU Perkebunan Sawit

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi -
(KPK) menetapkan duapejabatBadan Pertana-
han Nasional (BPN) sebagai tersangka dugaan
gratifikasiterkait pener- bitanHak
GunaUsaha (HGU) un-
tuk sejumlah 7
perkebunan
sawit di Kali-

- mantan Ba-
rat. Kedua
tersangka
adalah eks
Kepala Kan-
tor Wilayah
BPN Kalbar
periode 2012-
2016, Gusmin
Tuarita dan
KepalaBidang

‘Hak Tanah
dan Pendaf-
i e £ Hal ini mendorong

Wilayah Kal-  praktik ekonomi

bar, Siswido-  biaya tinggi dan
“KPK men- penghambat

emukan bukti investasi.’

permulaan

yang cukup Laode M Syarif

dugaan pen- Wakil Ketua KPK

erimaan grat-

ifikasi oleh "

pejabat Badan Pertanahan Nasmnal yang ber-
‘hubungan denganjabatannyadanberlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Wakil

Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah .
@ Ke Halaman 7 kolom 1
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Bekas Bos BPN Kalbar Tersangka

Sambungan dari halaman 1

Putih KPK, Jumat (29/11).
Laodemenjelaskan, dalam
kurun 2013-2018, Gusmin
diduga menerima sejumlah
uang dari para pemohon
hak atas tanah termasuk
pemohon Hak Guna Usaha
(HGU). Sebagai Kakanwil
BPN, Gusminmemangmemi-
liki beberapa kewenangan
dalam pemberian hak atas
tanah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala BPN
Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pelimpa-
han Kewenangan Pemberian
Hak atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah.
Kewenangannya yakni
pemberian Hak Guna Usaha
(HGU) atas tanah yang luas-
nya tidak lebih dari dua juta
meter persegi, pemberian
Hak Atas Tanah yang tidak
dilimpahkan kewenangan-
nya kepada Kepala Kantor
Wilayah BPN atau Kepala
Kantor Pertanahan, danpem-
berian Hak Atas Tanah atas
nama Kepala Badan Perta-
nahan Nasional Republik
Indonesia.
Dalammelaksanakantugas
dankewenangantersebut, ter-

sangka selaku Kakanwil BPN
dibantu Siswidodo. Sebelum
memberikanizin HGU, terda-
patprosespemeriksaantanah
oleh panitia yang dibentuk
olehtersangka Gusminselaku
Kakanwil BPN.

Susunan panitiaantaralain
tersangka Gusmin sebagai
ketuamerangkapanggotadan
tersangka Siswidodo sebagai
anggota. Atas dasar pertim-
bangandaripanitia, Kakanwil

BPN akan menerbitkan surat -

keputusan pemberian HGU
dan surat rekomendasi pem-
berian HGU kepada kantor
pusat BPN RI.

“Pada tahun 2013-2018,
tersangka GTU (Gusmin
Tuarita) didugamenerimase-
jumlah uang dari para pemo-
hon hak atas tanah termasuk
pemohon HGU baik secara

‘langsung dari pemohon hak

atas tanah ataupun melalui
tersangka SWD (Siswidodo),”
ucapLaode.Ataspenerimaan
uang tersebut, tersangka
Gusmin telah menyetor-
kan sendiri maupun melalui
orang lain sejumlah uang
tunai dengan total sebesar Rp
22,23 miliar.

Uang tersebut kemudian
disetorkan ke rekeningpriba-

di Gusmin, rekening istrinya,
bahkanhinggarekeninganak-
anaknya. Sedangkanuangtu-
nai yang diterima Siswidodo
dikumpulkan ke para bawa-
hannya dan dijadikan uang
operasional tidak resmi di

samping menggunakannya

untuk keperluan pribadi.

“Sebagian dari uang di-

gunakan untuk membayar-
kan honor tanpa kuitansi,
seremoni kegiatan kantor,
rekreasi pegawai ke sejumlah
tempat di NTB, Malang, dan
Surabaya, serta peruntukan
lain,” ucap Laode.

Gusmin dan Siswidodo
tidak melaporkan peneri-
maan tersebut dalam kurun
waktu 30 hari kerja sehingga
keduanya disangka melang-
gar Pasal 12 B Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah

-dengan Undang-Undang

Nomor20Tahun2001tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1).

Menurut Laode, gratifikasi
terkait HGU untuk sejum-
lah perkebunan sawit ini

" menjadi salah satu kendala

investasi dan menyebabkan
ekonpmi biaya tinggi. “Hal
ini tentu dapat saja mendor-
ong praktik ekonomi biaya
tinggi dan juga tidak tertutup
kemungkinan menjadi fak-
tor penghambat investasi,
terutama bagi pelaku usaha
yangingin mendirikan usaha
perkebunan/pertanian dan
sejenisnya, harusmengeluar-
kanbiayailegaldanprosesnya
dipersulit,” sebut Laode.

Dalam kasus'ini, KPK su-
dah memeriksa 25 saksi. Para
saksi itu antara lain PNS di
BPN Kantor Wilayah Kalbar
dan Kantor Pertanahan Pon-
tianak, Kepala Kantor Perta-
nahankabupaten/kotalaindi
Kalbar, sertasejumlah direksi,
kepala divisi keuangan dan
pegawai perusahaan perke-
bunan sawit di Kalbar.

Selain itu, KPK juga telah
melakukan pemeriksaan ter-
hadap tersangka Siswidodo
pada Kamis, 28 November
2019. Sedangkan tersangka
GTU dijadwalkan pada 25
November 2019 namun tidak
datang. “Para tersangka akan

- kami panggil kembali sesuai

kebutuhan penyidikan,” ujar
Laode. (jpg)
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